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* salah satu saluran publikasi terkait informasi mengénal‘ -
kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 .
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, -
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tenta
Peraturan Pemenntah Penggantl Undang—Unda
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Menetapkan

Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 102);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan
Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum;

9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Badung Nomor: 13/HM.03.02/K.BA-01/06/2022.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TENTANG PENGELOLAAN MEDIA
SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2022
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5 Ketua Bawaslu
| Ketut Alit Astasoma, S.H. Kabupaten Badung
| Gusti Ngurah Bagus Cahya | Anggota Bawaslu
Sasmita, S.T. Kabupaten Badung
: Anggota Bawaslu PEMBINA
Made Pande Yuliartha, S.H. Kabupaten Badung
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